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P U T U S A N

Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pematangsiantar  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Banda aceh 4 Februari 1979, agama Islam, pendidikan S-1,

Wiraswasta, alamat di Kota Medan;

Kuasa:  Kuasa Pemohon,  Advokat  / Penasehat Hukum pada  Law

Office  A.M.H  &  PARTNERS  Beralamat  di  Pematangsiantar,

berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  12  Agustus  2019,

sebagai Pemohon;                   

melawan

Termohon,  lahir  di  Pematangsiantar  28  Februari  1983,  agama  Islam,

pendidikan S-1, pekerjaan Dokter, alamat di Kota Pematangsiantar,

sebagai Termohon;  

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 Agustus

2019  telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Talak  yang  telah  didaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pematangsiantar  dengan  Nomor

193/Pdt.G/2019/PA.Pst,  tanggal  28  Agustus 2019  dengan  dalil-dalil  sebagai

berikut: 

1. Bahwa  pada  tanggal 21  Desember  2012  telah  dilangsungkan

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut

hukum  dan  sesuai  dengan tuntunan  ajaran  agama  Islam.  Perkawinan
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tersebut  telah  dicatatkan  di  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan

Siantar Sitalasari, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No 155/ 09/ XII/

2012 tertanggal 21 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang

tua Pemohon di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
3. Kemudian  pada  tahun  2015  Termohon  pulang  ke  rumah  orangtua

Termohon di kota Pematangsiantar sampai saat ini  dan Pemohon masih

tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah

bergaul  sebagai  suami  –  istri  dan  telah  dikaruniai  1 (satu)  orang  anak

perempuan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, yang lahir pada

tanggal 6 September 2013 yang pada saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa  selama  dalam  perkawinan  rumah–tangga  Pemohon  dan

Termohon rukun dan damai  selama  3 tahun,   namun setelah  itu  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang

disebabkan:
a. Termohon  meminta  untuk  pindah  rumah  ke  rumah  orang  tua

Termohon di Pematangsiantar;
b. Termohon tidak mau diajak kembali ke rumah orang tua Pemohon

di Kota Medan;
6. Bahwa  puncak  pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon  terjadi

pada lebaran kedua bulan Nopember tahun 2015, pada saat itu Termohon

dan anak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon

dan  tidak  mau  kembali  ke  rumah  orang  tua  Pemohon  sehingga  terjadi

perselisahan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon  melalui

telepon;
7. Bahwa pada bulan Desember 2017 Pemohon menemui Termohon untuk

menanyakan  tentang  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon,  namun

Pemohon  dan  Termohon  tidak  mendapat  solusi  untuk  masalah  tempat

tinggal;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut  rumah tangga yang dihadapi,

Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon
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dan  Termohon  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi  menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  di  atas, Pemohon mengajukan

gugatan  perceraian  terhadap  Termohon  dikarenakan  pertengkaran  terus

menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;
10. Bahwa  Pemohon  sanggup  untuk  membayar  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini;

Demikian, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar

melalui Majelis Hakim yang  terhormat dapat mengabulkan gugatan ini dengan

memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak

satu Raj’i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku;

Dan/  atau  apabila  Majelis  Hakim berpendapat  lain,  mohon kiranya memberi

putusan yang seadil-adilnya;

   Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,  Kuasa  Pemohon telah

datang  menghadap  ke  muka  sidang,  sedangkan  Termohon  tidak  datang

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/  kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil  secara  resmi  dan

patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa  Kuasa  Pemohon  telah  melampirkan  fotokopi  Kartu  Tanda

Pengenal  dan fotokopi  Kartu  Tanda Pengenal  Advokat  beserta  Berita  Acara

Pengambilan Sumpah /  Janji  dari  masing-masing kuasa Penggugat  tersebut

yang  dikeluarkan  oleh  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Medan,  dan  telah  pula

diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa  majelis  hakim  telah  berusaha  menasehati  Pemohon  melalui

Kuasa Pemohon  agar  berfikir  untuk  tidak  bercerai  dengan Termohon,  tetapi

Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon

tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat

permohonan  Pemohon  yang  maksud  dan  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon  melalui

Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi  Nomor: 155/09/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012, yang dicatatkan

pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama

Kecamatan  Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup,

nazegelen  pos,  kemudian  Ketua  Mejelis  meneliti  dan  mencocokan  fotokopi

tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan

aslinya, diberi kode P;

B. Saksi

1. Saksi  Pertama,  tempat  tangal  lahir,  Lhokseumawe,  28  Januari  1982,

agama  Islam,  pekerjaan  Jualan,  bertempat  tinggal  di  Kota  Medan,

merupakan  sepupu  Pemohon,  dibawah  sumpahnya  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi  kenal  dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan

pasangan suami isteri menikah pada tahun  2012 dan telah dikaruniai satu

orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang

tua Pemohon di Komplek Tasbi Blok BHR Kota Medan, sampai berpisah;

- Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  awalnya  rukun  dan

harmonis  sebagaimana  halnya  rumah  tangga  yang  baik,  namun  sejak

awal tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat  perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon  dengan  Termohon,  saksi  mengetahui  hal  tersebut  dari

pengaduan Pemohon dan Termohon;
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- Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dengan

Termohon disebabkan karena Termohon meminta untuk pindah rumah ke

rumah orangtua Termohon di Kota Pematangsiantar dan Termohon tidak

mau di ajak kembali ke rumah orangtua Pemohon di Kota Medan;

- Bahwa  Pemohon dan Termohon  tidak tinggal bersama lagi sejak  bulan

Nopember tahun 2015 tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana

layaknya suami-istri;

- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;

- Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pernah

dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi  Kedua,  tempat  tangal  lahir,  Medan,  08  Agustus  1976,  agama

Islam,  pekerjaan  karyawan  swasta,  bertempat  tinggal  di  Kota  Medan,

merupakan  teman  kerja  Pemohon,  dibawah  sumpahnya  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi  kenal  dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan

pasangan suami isteri menikah pada tahun  2012 dan telah dikaruniai satu

orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang

tua Pemohon di Komplek Tasbi Blok BHR Kota Medan, sampai berpisah;

- Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  awalnya  rukun  dan

harmonis  sebagaimana  halnya  rumah  tangga  yang  baik,  namun  sejak

awal tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat  perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon  dengan  Termohon,  saksi  mengetahui  hal  tersebut  dari

pengaduan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dengan

Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama lagi di

rumah orang tua Pemohon;
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- Bahwa  Pemohon dan Termohon  tidak tinggal bersama lagi sejak  bulan

Nopember tahun 2015 tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana

layaknya suami-istri;

- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;

- Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pernah

dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa  Pemohon tidak  mengajukan pertanyaan  kepada saksi-

saksi;

Bahwa Kuasa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di

persidangan  bahwa  Pemohon  tetap  dengan  permohonannya  dan  telah

membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah

memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut

telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-

pasal tersebut;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  diwakili  Kuasanya  telah  datang

menghadap  di  persidagan,  sedangkan  Termohon  meskipun  telah  di panggil

secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan

pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Menimbang,  bahwa Termohon yang dipanggil  secara resmi  dan patut

akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis

Hakim  terlebih  dahulu  akan  mempertimbangkan  apakah  kuasa  hukum

Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk bertindak sebagai

kuasa hukum Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  menurut  ketentuan  Pasal  30  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang

dapat  menjalankan  pekerjaan  provesi  advokat  adalah  yang  diangkat  sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang ini”.  Selanjutnya  dalam Pasal  4  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa

“sebelum  menjalankan  profesinya,  advokat  wajib  bersumpah  menurut

agamanya  atau  berjanji  dengan  sungguh-sungguh  di  sidang  terbuka

Pengadilan  Tinggi  di  wilayah  domisili  hukumnya”,  sementara  kuasa  hukum

Pemohon  telah  melampirkan  berita  acara  pengambilan  sumpah/janji  dari

masing-masing advokat  tersebut  serta  telah  pula  memperlihatkan asli  berita

acara pengambilan  sumpah/janjinya,  sebagaimana diterangkan dalam duduk

perkara  putusan  ini,  dengan  demikian  telah  terpenuhi  ketentuan-ketentuan

Pasal di atas, maka kuasa hukum Pemohon memiliki  Legal Standing atau sah

secara  hukum  untuk  mendampingi  dan  atau  mewakili  Pemohon  dalam

persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak

yang  berperkara  untuk  rukun  kembali  berumah  tangga,  akan  tetapi  tidak

berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
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Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak

pernah hadir;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara

ini  termasuk  bidang  perkawinan  (perceraian)  dimana  masalah  perceraian

tersebut  menganut  hukum  acara  khusus  (lex  specialis),  maka  majelis

membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-

hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat

ini belum bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  sejak  tiga  tahun  setelah  pernikahan  Pemohon  dengan

Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena  Termohon

meminta  untuk  pindah  rumah  ke  rumah  orangtua  Termohon  di

Pematangsiantar  dan  Termohon  tidak  mau  di  ajak  kembali  ke  rumah

orangtua Pemohon di Kota Medan;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk

rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Pemohon

telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  (fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  Pemohon  dan  Termohon  telah

melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 2012 tercatat di Kantor

Urusan Agama KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota

Pematangsiantar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  Pemohon,  sudah dewasa dan sudah

disumpah, sehingga memenuhi  syarat  formal  sebagaimana diatur Pasal  172

ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang

relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Pemohon,  namun  tidak

berdasarkan  apa  yang  dilihat  dan  atau  didengar  sendiri,  oleh  karena  itu

keterangan  saksi  tersebut  tidak  memenuhi  salah  satu  syarat  materiil

sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan

cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut

tidak  berdasarkan  penglihatan  dan  atau  pendengaran  sendiri  tentang

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dengan  Termohon,  namun

ternyata saksi-saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran

antara Pemohon dengan Termohon,  yaitu  telah berpisahrumahnya Pemohon

dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  pertimbangan  lain  dari  Majelis  sejalan  dengan

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  299  K/AG/2003

tanggal  8  Juni  2005  yang  menyatakan  bahwa  keterangan  dua  orang  saksi

dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechtsgevolg)

mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  dalil  pembuktian,  untuk  itu  harus

dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang

menyatakan  bahwa  saksi  yang  tidak  melihat  secara  langsung  pertengkaran

antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah

rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati  suami istri  sudah pecah dan

sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak

dapat  didamaikan lagi,  oleh karena itu keterangan dua orang saksi  tersebut

memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P,  serta  saksi-saksi  Pemohon,

terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Kantor Urusan

Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

2. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  bersama

terakhir  di  rumah  orang  tua Pemohon di  Komplek  Tasbi  Blok  BHR Kota

Medan, sampai berpisah;

3. Bahwa sejak tiga tahun setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon

(awal tahun 2015), rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik,

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena

Termohon meminta  untuk  pindah rumah ke rumah orangtua Termohon di

Pematangsiantar  dan  Termohon  tidak  mau  di  ajak  kembali  ke  rumah

orangtua Pemohon di Kota Medan;

4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon

dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2018;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk

rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta

hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat

ini belum bercerai;

2. Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran sejak tiga tahun setelah pernikahan Pemohon

dengan  Termohon  (awal  tahun 2015) yang  disebabkan  karena  Termohon

meminta  untuk  pindah  rumah  ke  rumah  orangtua  Termohon  di

Pematangsiantar  dan  Termohon  tidak  mau  di  ajak  kembali  ke  rumah

orangtua Pemohon di Kota Medan;

3. Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  telah  didamaikan

untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f)  jo. Pasal

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  Tahun  1991  perceraian  dapat  terjadi

dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah

tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas

terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun

dan harmonis,  setelah  itu  sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan karena Termohon meminta untuk pindah rumah ke rumah orangtua

Termohon  di  Pematangsiantar  dan  Termohon  tidak  mau di  ajak  kembali  ke

rumah  orangtua  Pemohon  di  Kota  Medan,  meskipun  pihak  keluarga  telah

pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim telah mendengar keterangan pihak

keluarga  dan/atau orang-orang yang dekat  dengan Pemohon dan Termohon

yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan

Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena

Pemohon sudah berkeinginan kuat bercerai, maka sudah jelas dan terang bagi

Majelis Hakim kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan alasan-

alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya sebagaimana dikehendaki oleh

ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-

benar telah “pecah” (broken marriage), tidak mungkin dipertahankan lagi karena

mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka

karena  tidak  akan  terwujud  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan

rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

serta Firman Allah SWT dalan al-Quran Surat ar-Rum ayat 21;

ةة دد وو دم ككم  ون وب ول  وع وج وو وها  ول إإ اا  وو كن كك وت لل ةجا  ووو وأ كك  إس كف وأن لم  ككم  ول وق  ول وخ وأ  إه  إت ووي وءا إمنن  يوو ي س مز ن ونن
ون  كرو دك وف وت وي وق  لل ووي  وول وك  إل ووذ إفي  دن  إإ وم  ور توموو  ٢١حةة
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Artinya :  “Dan di  antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya,  dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih  dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur’an

surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

إلي  وع عع  إمي وس وه  دل ل دن  إإ وف وق  وول دط اا نل كمو وز وع إإنن  موو  ٢٢٧ن

Artinya  :  “Dan  jika  mereka  berazam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa meskipun  perceraian merupakan sesuatu perbuatan

halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan 

pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak, hal mana dapat 

menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila 

kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang 

menyatakan:

المصالح      جلب من أولى المفاسد درء

Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk 

mengangkat kemudhratan yang bakal timbul kedepan dalam hubungan 

Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah  didukung

dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  39  dan  116  huruf  f

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat

untuk  mengabulkan  permohonan  Pemohon  dengan  memberi  izin  kepada

Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj’i

di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor

50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  maka  biaya  perkara  ini  dibebankan

kepada Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap di muka sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i

terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Pematangsiantar;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar

dalam  sidang  musyawarah Majelis  Hakim  pada  hari  Selasa  tanggal  10

September  2019 M,  bertepatan dengan tanggal  10 Muharram  1441 H,  oleh

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan,

S.HI. dan  Sabaruddin  Lubis,  S.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota

Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk umum dan dibantu oleh Herman, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri

oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

         Ketua Majelis,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

            Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.

    Hakim Anggota, Hakim Anggota,

dto dto

Muhammad Irfan, S.HI.     Sabaruddin Lubis, S.H. 

     Panitera,

         dto

         Herman, S.H.

Rincian Biaya Perkara: 

1. Biaya Pendaftaran Rp  

30.000,00

2. Biaya Proses Rp  

50.000,00

3. Biaya Panggilan Pemohon 

Rp140.000,00

4. PNBP Biaya Panggilan Pemohon

Rp  10.000,00

5. Biaya Panggilan Termohon 

Rp200.000,00

6. PNBP Biaya Panggilan Termohon Rp  

10.000,00

7. Biaya Redaksi Rp  

10.000,00

8. Biaya Meterai Rp    
6.000,  00

          Jumlah Rp456.000,00
                                                       (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)
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